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ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan akan informasi publik dan untuk 

mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan 

akurat, KPU Kabupaten Blor dan ketentuan Pasal 5 point a, Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dijelaskan 

bahawa Penyelenggara wajib menetapkan peraturan Informasi Pemilu dan 

Pemilihan sesuai dengan ketentuan.                                            

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

  Undang –Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam lingungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 

01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Sengketa Informasi 



Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita 

Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 

tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

PemilihanUmum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor  21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  14  tahun 2020 Tentang Susunan dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 8/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-

Kab/III/2021 diatur tentang :  

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. 

 

CATATAN : -       Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


